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Nilai Denda Tembus Rp 19 Triliunm

Segera Eksekusi

Para

Perusak Limngkunmngan

SEMNAYANTN mondesak Pocmao-
rimtah scgera mengeksckusia
perusahaan-perusahaan peru-—
salk hutan dan lingkungan
hidup yang wonisnyva sudalh
berkekuatan hukum toectap.
IDari putusan pengadilan. total
Rp 19 triliun lebih diperoleh
negara dari pengenaan denda
terhadap perusahaan perusal
hutan.

“CTugas kita mengingatkan
beberapa putusan yang sSu-—
dah berkekuatan hukum tetap
untuk segera dieksekusi.’”
kata Anggcota K omisi TV IOPR
Luluk Nur Hamidah di Gedung
IParlemen., Jakarta, kemarin.

Luluk mendorong Peme-—
rintah segera membuat ri-
lis perusahaan-perusahaan
»ang telah dijatuhi hukumman.
Apalagi, putusan MNMahkammah
Konstitusi (MK D) merminta
Pemerintah menyvempurnalcan
LI WNWomor 11 Tahumn 2020
tentange Cipta K ernja. vange ber—
potensi menyvebabkan terjadi-
nya kekosongan hukurm dalamm
ckselkusi ini.

TSaya tidalk tahu apa bisa di—
lakukan atau tidalk. lapi karena
stuasinya darurat, jangan sarm-—
rai ada kebuntuan hukum.
Perlu langkah cepat memutus
semua kebuntuan it sehinggzsa
PPutusan yang sudalhh inkrah ini
bisa dicksckusi.”” jelasniya.

Denda mencapal kurang
lebih Rp 19 triliun lebih ini,
lanjutnNnya., benar-benar dirman-—
faatkan untuk MmMmenyelamatkan
hutan dan lingkungan hidup.

““Tugas kita bagaimana mme-—
mastikan dendanya nyampc ko
negara.’” tegas politisi perernnm-—
Pruan Fraksi PKIB ini.

ID?ia boecrharap. pcngcnaan
denda kepada para perusahaan
perusalk hutan ini bisa scejalan
seimbang dengan dampak keru-—
sakan ckologi yang telalh dilaku-—
kan oknum pcocrusahaan itu.

Apalagsi1. Kementerian Ke-—

uangan ( Kocmonkcu) moenyarnm—
prailkan. luasan hutan »args
cukup besar ini belum mern-—
berikan dampak signifikan bagi
negcara dan masy aralkat.

““Mhvicnurut Komoeonkocu, cuma
seuplik. Scuplik itu bukamn
hanya produksi mungkin ada
hal-hal Tain. Tapi begitu ber-
bicara kejahatan kehutanan.
termnyata membutuhkan re-—
corversy Sangsat panjang sekali—
sus moembutuhkan dana yvangs
tidak kecil.” tambah dia.

AnNnggota Komisi IV DPR
Yohanis Fransiskus I.cmnma
mengatakan., eksekusi atas
berbagai putusan inkralh itu
dapat mmenjadi salah satu solusi
untuk MmMmeningkatkan peneceri-
mMmaan negara.

Utamanya sektor kehutanan
di tengah agenda perbaikan
ckologi dan pemulihan eko-
nomi dari dampalk Cowvid-19.

““Pengadilan segera melaku-—
kan eksekusi atas putusarn yarlg
memenangkan negara terhadap
prerusahaan-perusahaan itua.””
kata Yohanis.

Nia menururkan, Pendapatan
Negara Bulkan Pajak (PINBP)
akan moecningkat signifikan jika
ceksekusi ini bisa disecscerakan.
Acdapun PINIBP sektor kehu-
tanan di tahun 2021 sebesar
Rp S.6 triliun.

Semangat Komisi IW saat
ini. lanjutnya. adalah upaya
konservasi dan pelestarian
alam jalan., tetapi ada sikap
tegas terhadap para pelaku ke—

jJahatan. INamun savang, jika

mengacu pada regulasi: y»angs
ada saat ini., sermangat tersebut
masih jauh dari harapan.

TKhbta tidak bisa punya banyalc
harapan karcna rujukannya da—
lam bernegara ini konstitusi.
di bawahnya undang-undang.
Nah. Undang-Undang Cipta
Kerja ini beda napasnya.” kata
Ppolitisi dacrah poecmilihan ™WNWTT
Arii. mE AL


http://www.tcpdf.org

